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WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SEI.ATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR "i,1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72 TAHUN 2014
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

WALIKOTA BANJARMASIN,

balwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya
Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2074 telftal]g
Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
maka perlu untuk mengatur dan men]rusun tugas
prokok dan fungsi unsur-unsur organisasi
Sekretariat Daerah Kora Banjarmasini

bahwa berdasarkal pertimbang€, sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kota Banjarmasin;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undalg Da.rurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambaharl kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negaia
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nolnor 3041) eebagairnana tele]. diubal. dengafl
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 8 Tahun

Mengingat 1.

b.

2.



197 4 telrlaJrlg Pokok-Pokok Kepegawaian (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tarnbahan I-embaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3890);

3. Undalg-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tarnbahan lrmbaral Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
kmbararl Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang tentang Perubaha!
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOa Nomor 59,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844)j

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 126,
Tambahan lembararl Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

6. Undarg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentarg Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Iembarar Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1OO Tahun 2OOO
tentarg Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Dalam
Jabatan Struktuml (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OOO Nomor 197, Tambahan
Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4Ol8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 ?ahun 2002 tentang
Perubahal Atas Peraturan Nomor 10O Tallun 2000
tentarg Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O2 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Irmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OO5 Nomor I4O,
Tambahan Lembara:r Negara Repubtik lndonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintal Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintalan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82
Tarnbahan l,embaran Negara Reputrlik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturar Pemerintah Nomor 41 ^fahru,r 2OO7
tentang Organisasi Perangkat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedomal Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaal Keuangan Daerair (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
31O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2OO7 ter.tan:g Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 57 ^tah]u'r 2OO7
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 337);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 20O8 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin
(l,embaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2Oo8
Nomor 12. Tarnbahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1O);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2Ot1 tentang Pembentukan Organisasi darr
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baljarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011
Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjamasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2O14 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 28
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daeral Kota Banjarmasin
(L€mbaran Daerah Kota BanjarmasinTahun 2014
Nomor 25 );

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAIIAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 72
TAHUN 2014 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA SEKRETAzuAT DAERAH KOTA
BANJARMASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 72 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Banjarrnasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tah:un 2014
Nomor 71) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1

berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengaa:

1, Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Banjarmasin;

3. Waiikota adalah Walikota Banjarmasin:

4. Sekretariat Daerai adalah Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin;

5. Sekretaris Daerah adalah SekretaLis Daerah Kota
Banja-rmasin;

6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerai Kota
Banjarmasin;

7. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin;

B. Kcpela E}q,6ia-rr adalah Kcpala Ea8ian pada
Sekretariat Daerah Kota Baijarmasin.
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9. Sub Bagian adalal Sub Bagian pada Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin;

10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Sekrerariar Daerah KoLa Banjarmasin.

I 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS
Sekretariat Daeral Kota Banjarmasin yang diberi
hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang
berwenang sesuai bidang keahlialnya masing-
masing.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga keseluruhar Pasal
3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Sekreta-riat mempunyai tugas pokok membentu
Walikota dalam perumusan kebijakan pemerintahan
daerah daII mengoordinasikan pelaksanaan tugas dinas
dan lembaga teknis daerah di lingkungan Pemerintah
Kota.

3, Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga keselumhal Pasal
4 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal
3, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

a. penJrusunan kebijakan pemerintahan kota;
b, koordinasi pelaksaraar tugas dinas dan lembaga

teknis daerah :

c. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraaan pemerin-tahan daerah, penataan
orgardsasi dan perumusan produk hukum daerah ;

d. koordinsi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
pengembangan perekonomian dan peningkatar
kesej ahteraar ralq/at ;

e. koordinasi, pembinaal, pemantauan dan evaluasi
pengembangan data elektronik, penyelenggaraan
hublrngan masyaralat, urusan urnum dan
pengelolaan keuangar sekretariat daerah ; dan

f. koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
penyelenggaraan administrasi dan pengembalgan
aParatur.
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4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal
5 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina dan mengendalikan
perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
pemerintahan, penataan organisasi dan penyusunal
produk hukum daerah.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan Pasal
6 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimala dimaksud
pada Pasal 5, Asisten Pemerintahan mempunyai
fungsi:

a.koordinasi, pembinaan dan pengendalian
perumusan kebijakar dan penyelenggaraan
pemerintahan umurn, pemerintahan kecamatan dan
kelurahan serta adminisbasi pertanahan ;

koordinasi, pembinaan dal pengendalian
perumusan kebijakan dan penataan kelembagaan,
pengaturan ketatalaksanaan darr penyelenggaraal
analisis jabatan serta penyusunan formasi jabatan ;

koordinasi, pembinaan dan pengendalial
perumusan kebijakan dan pembentukan produk
hukum daerah, pelaksanaan bantuan hukum dan
dokumentasi serta pubiikasi hukum.

b.

c.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhal Pasal
7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 7

Bagian Tata Pemerintaha-n mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur dal
mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan umum,
pemerintahan kecarnatan dan keluraharr serta
administrasi pertarlahan,

7. Ketentuan Pasal 8 diuba}I sehingga keseluruhan Pasal
8 berbunyi sebagai berikut :
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'Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 7 BagiaJr Tata Peme.intahan mempunyai
fungsi :

a, pen)rusunan prograrn, pembinaal, pengaturan,
pengendalial dal evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan umum ;

b. peny.usunan prograrn, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dal evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan kecamatart dan kelurahan ;

c. penjrusunan program, pembinaal, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan
administasi p€rtanahan.

8. Ketentuan Pasa.l lO diubah sehingga keseluruhan Pasal
10 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 10

Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur daI
mengendalikal penataan kelembagaal, pengaturan
ketatalatsanaan, penyelenggaraan analisis jabatan dan
penlrusunan formasi jabatan serta pendayagunaan
aparatur daerah.

9. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan Pasal
1 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 10, Bagian Orgalisasi mempunyai fungsi :

a, penlrusunan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dal evaluasi penataan kelembagaan
daerah ;

b. penSrsunan prograJn, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengaturan sistem,
prosedur dan tata kerja pemerintalan daerah ;

c. penJrusunan prograrn, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan analisis
jabatan dan penlrusunan formasi jabatan.

1o. KetentLlen pasal l2 diubah schingga keselunrhan Pasal
12 berbunyi sebagai berikut :

lirrr rJrir0
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"Pasal 12

(1) Bagian Kelembagaan mempunyai tugas pokok
melaksanakan fasilitasi dan menyelenggarakan
penataan serta pengaturan kelembagaarr
pemerintahal daerah.

(2) Sub Bagian Ketatala,Lsanaan mempunyai tugas
pokok melalsalakan fasilitasi, pen;msunan dal
pengaturan mekasime ke{a, prosedur keda, sistem
ke{a dan standarisasi serta pendayagunaal
aparatur daerah.

(3) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan mempunyai
tugas pokok mela.ksanakan fasilitasi dan
menyelengga.rakan analisis jabatan serta
penlrusunan fornasi jabatal.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga keseluruhal Pasal
13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

Bagian Hukum mempunyai tugas pokok
mengoordinasikal, membina, mengatur dan
mengendalikan penataan darr pembentukan produk
hukum daerah, penyelenggaraan bantuan hukum dan
hak asasi malusia serta dokumentasi, eva-luasi dal
publikasi produk hukum darr peraturan perundang-
undangan lainnya.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhar Pasal
14 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 14

Untuk melaksaaakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 13, Bagian Hukum mempunyai fungsi :

a. pen]rusarnan program, pelnbinaan, perrgaturan,
pengendalian dan evaluasi penataan dan
penJausuiran produk hukum daeia}l ;

b.penyusunan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalial dafl evaluasi penyelenggaraan bantuan
hukum ;

c. penj rsunan program, pembinaan, pengaturar,
pengendalian dan evaluasi penerapan hak asasi
manusia ;

d. penyusunan prograrn, pernbinaan. pengaturan,
pengendaliaa dan evaluasi pelaksanaan
dokumentasi dan produk hukum daerah ;

[.trr.!!Ir; Irtt t SXP0
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e. penlrusunan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi penyrluhan dan
sosialisasi produk hukum daerah dan peraturan
perundang-undangan lainnuya.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan Pasal
l5 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 15

(U Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan
dan pembentukan produk hukum daerah.

(2) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM mempunyai
tugas pokok menyelenggarakal fasilitasi dal
barrtuan hukum serta pemantauan penerapan hal<
asasi manusia

(3) Sub Bagian Dokumentasi darr Publikasi Huktrm
mempunyai tugas pokok melaksanakan
dokumentasi, evaluasi dan publikasi produk hukum
daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

14. Ketentuan Pasal 16 diubai sehingga keseluruhan Pasal
l6 berbunyi sebagai berikur :

"Pasal 16

Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas
pokok mengoordinasikal, membina dan mengendalikan
penyiapal bahan perumusan kebijakan dal
pengembangan perekonomian daerai serta
peningkatan kesejahteraan rakjrat

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal
17 berbunyi sebagai berikut '

"Pasal 17

Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 16, Asisten Ekonomi dan Pembangunar
mempunyai fungsi ;

a.

b.

koordinasi, pembinaan dan
pengembangan dunia usaha
perekonomian, ;

koordinasi, pembinaan dan
Pengembangan pro-dul<si ;

c. koordinasi, pembinaan darr
pengembangan kedasama perekonomian

pengendalian
dan sa.rara

pengendalian

pengendaliaa
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koordinasi, pembinaan dan pengeodalian kegiatan
keagamaan ;

koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan
sosial kemasyaralatan ;

koordinasi, pembinaal dan pengendalial
pengembaagan pendidikan, kebudayaan dan
kepemudaan..

16. Ketentua-n Pasal 18 diubal sehingga keseluruhan Pasal
18 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 18

Bagian Perekonomian mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikar pengembalgan perekonomian daerah
dan kerjasama antar daeral, pemerintah dan piha,k
keriga

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga keseluruhan Pasal
i9 berbunyi sebagai berikut :

"Pasa.l 19

Untuk melaksanakal tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18, Bagial Perekonomial mempunyai
fungsi :

a. per!rusuna! prograrn, pembinaal, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengmbangan dunia
usaha ;

b. peny:sunal program, pembinaal, pengaturan,
pengendahal dan evaluasi pengembangan dan
pemberdayaan potensi ekonomi daerah ;

c. penyusunan program, pembinaan, pergaturan,
pengendalia! dan evaluasi pengembangan sarara
dan prasarala perekonomian daera.h

d. penl'usunan program, pembinaar, pengaturan,
pengendalian dal evaluasi pengembalgal dal
peningkatan produksi daerah ;

e. penjrusuoan program, pembinaar, pengaturan,
pengendalian dal evaluasi pengembalgan perda-
gangan dan distribusi ;

f. penl'rrsunan prograrE, pembinaan, pengatural,
pengendalian dart evaluasi pelalsanaan kerjasama
antar daerall.

d.

&borg tomld&rlr (rbrr.g!t!m x.prtiSxlt)
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18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal
20 berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 20

(1) Sub Bagian Bina Usaha Daerah, BUMD, Potensi,
Sanala dan Prasarala Ekonomi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c ayat 4
point a mempunyai tugas pokok melaksanakan
fasilitasi pengembangan dunia usaha, BUMD,
potensi, sarana dan prasarana perekonomian
daerah.

(2) Sub Bagian Produksi, Perdagangan dan Distribusi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 hurwf c ayat 4
point b mempunyai tugas pokok melaksanakan
fasilitasi peogembalgar produksi daerah,
perdagangan dan distribusi.

(3) Sub Bagian Ke{asama sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 huruf c ayat 4 pcir:t c mempunyai
tugas pokok melaksanakan fasilitasi pengembangan
hubungan kerjasama anta.r daerah, pemerintah dan
pihak ketiga

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga keseluruhan Pasal
21 berbr.nyi sebagai berikut :

"Pasal 21

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan penyelenggaraan kegiatan keagarnaan,
peningkatan kesejahteraal sosial kemasyarakata{r,
pendidikar, kebudaya-an darr kepemudaan

20. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga keseluruhan Pasal
22 berburyi sebagai berikut :

a- penJrusunan
pengendalian
keagamaan;
penJrusuna!
pengendalian
peningkatan
;

c. penlrusunan program, pembinaan, pcngaturan,
pengendalian dan evahrasi pengembangal dal
peningkat n kualitas pendidikan ;

"Pasa7 22

program, pernbinaaa, pengaturan,
dan eva,luasi fasilitasi kegiatan

Program, Pembinaan, pengaturan,
dan evaluasi pengembangan dan

kesejahteraan sosial kemasyarakatan

, SXP0
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21.

(1)
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penyusunan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengembangan darr
pelestarian kebudayaan ;

penl rsunan program, pembinaal, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengembangal pemuda
dan olah raga;

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga keseh.rruhan
23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal

"Pasal 23

Sub Bagian Keagamaan memprmyai tugas pokok
melaksanaka.n fasilitasi kegiataa keagamaan.

Sub Bagian Sosia-l mempunyai tugas pokok
melaksalakan fasilitasi pengembalgan da:r
peningkatan kesejahteraan sosial kemasyarakatan.

Sub Bagian Pendidikan, Kebuda,.aa.rr daJl Pemuda
mempunyai tugas pokok menjrusun petunjuk
tel<rtis dan melaksanakaa fasilitasi
penyelenggaraar pendidikan, pengembaagal dal
pelestrian kebudayaan aerta bina kepemudaan.

d.

e.

12)

(3)

22- Keter'tu'a1f Pasal 24 diubah sehingga keseluruhan Pasal
24 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 24

Asisten Administrasi mempunyai tuBas pokok
mengoordinasikan, membina darl mengenda.likan
perumusan kebija-kan dan pengembalgan data
elektronik, pengelolaaan hubungal masyarakat,
penyelenggaraaal urusal rlrnum dan pengelolaan
keuangan sekreta.rariat daerah.

23. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga keseluruhaa Pasal
25 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 25

Untuk melatsanakan tugas sebagaimara dimalsud
pada Pasal 24, Asisten Administrasi mempunyai
fungsi:

a. koordinasi, pembinaan dan pengendalia!
pengernbaagan dal aplikasi data elektrorrik;



b. koordinasi, pembinaan dan pengendaliaa
pengelolaarr hubungan masyarakat dan
keprotokolan ;

c. koordinasi, pembinaan dan pengendalian
penyelenggaraan ketetausallan dan kearsipal ;

d. koordioasi, pernbinaan da;r pengendaliar
administrasi kepega-waian Sektaruat Daerah ;e

e. koordinasi, pembinaal dal pengendalian urusan
nrmah tangga darl perlengkapan Sekretariat
Daerah ; dan

f. koordinasi, pembinaan dan pengendalian
pengelolaar keuargarr Sel<retariat Daeralr

24. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga keseluruhan Pasal
26 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

Bagian Data Elektronik mempunyai tugas pokok
mengoordinasikal, membina, mengatur dan
mengendalikan pengembangan dan pengelolaar
electronic government, pengendalian administrasi
pengadaan dan lasilitasi penerapan sistem pelayaan
pengadaan sccara clek tronik.

25. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga keseluruhan Pasal
27 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 27

Untuk melal<sanatan tugas sebagaimana dima}sud
pada Pasal 26, BagiaJj- Data Elektronik mempunyai
tungsi :

a. pen,,usunao program, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengembangal dan
penerapan pengolalran data secara elektronik
(EDP) ;

b. penyusulan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalial darl evaluasi pengemba"ngan dan
penerapan electronic government (E-Gov) ;

c. per{rusunan prograrn, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan eva-luasi pela-ksarraan layanan
pengadaaa bararrg dan jasa secara tepadu ; dan

d. penyusunan program, pembinaal, pengaturan,
pengendalial dan evaluasi pengelolaan dan
penerapan sistem pelayanan pengadaan barang
dan jasa secara elektronik (e-procurement) ;

Xllubbq. ?erliddeli rrta.[!t{d
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26. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga keseluruhal Pasal
28 berbunl sebagai berikut ;

"Pasal 28

Sub Bagian E-Gov mempunyai tugas pokok
melaksanakan fasilitasi pengembalgal dan
penerapan sistem pengolahan data secara
elehonik (EDP) dan elektronik pemerintaian (E-
Gov).

Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pengadaan
mempunyai tugas pokok menyelenggarakaa
administrasi pengadaan barang dan jasa secara
terpadu

Sub Bagian Administrasi Sistem Elektronik
mempurryai tugas pokok melal<salal<an fasilitasi
dar penerapan sistem pengadaan secara elekronik
(SPSE) atas ba-rang dan jasa pemerinta}t.

27, Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga keseluruhan Pasal
29 berbunyi sebagai berikut :

"Pasol 29

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mcngatur dan
mengendalikal pengembalgal kerjasama pers dar
penyajian berita, pengelolaan informasi, penerbitan
media informasi, dokumentasi dan penyelenggaraan
keprotokolan.

28. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga keseluruhan Pasal
30 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimala dimalsud
pada Pasa1 29, Bagian Hubungal Masyarakat
mempunyai fungsi :

a. penyusunan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengelolaan informasi;

b. penlrusunan program, pembinaan, pengatura$,
pengendaliaa dan evaluasi pendokumeotasian ;

c. penlausunEm program, pembinaal, pengaturan,
pengendaliarr dan evaluasi penyaringan dal
penyajiarr berita ;

(1)

(2)

(3)



penlrusunan program, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi penerbitan media
informasi; dan
penlusunan program, pembinaan, pen8aturan,
pengendaliar dan evaluasi penyelenggaraan
keprotokolan.

29. Ketentuan Pasa.l 31 diubah sehingga keseluruhan Pasal
3l berbunyi sebagai berikut :

'Pasal 31

{1) Sub Bagian Pers dan Pemberitaan mempunyai
tugas pokok menlrusun petunjuk teknis,
melaksanakan kedasama pers dan media masa,
penyiaran, pemberitaan serta penrbital media
informasi Pemerintah Kota.

Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi
mempunyai tugas pokok memilah, mengolah dan
menyajikan informasi, mendokumentasikan dan
menerbit-kan media informasi kegiatar Pemeiintah
Kota.

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok
melaksanakan keprotokolan, pelayana-n kegiatan
dan pedalanan pimpinal, fasilitasi dan pelayanan
kunjungan tamu resmi Pemerintah Kota.

30. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga keseluruhan Pasal
32 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Bagial Umum mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur dan
mengendalikan pengelolaan surat-mertlrur:at,
administrasi kepegawaial, penyelenggaraan urusan
kerurnahtang-gaan dan pengelolaan perlengkapal
Sekretariat Daerah.

31. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga keseluruhan Pasal
33 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Pasal 32, Bagian Umum mempunyai fungsi :

d.

e.

(21

(3)
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b.

a.

C.

penlrusunar program, pembinaan, pengatlrran,
pengendalian dan evaluasi pengelolaan surat-
men]rurat, ekspedisi dan kearsipan;
penlrusunar piograrn, pembinaan, pengaturan,
pengendalial darr evaluasi pengelolaan
administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah ;

penl rsunan program, pembinaal, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan
kerumahtalggaan ; dan
penjrusunan prograln, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan eva.luasi pengelolaan
perlengkapal dan aset Sekretariat Daerah ;

Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga keseluruhan
34 berbunyi sebagai berikut ;

d.

Pasal

"Pasal 34

(1) Sub Bagian Tata Usaha dar Kepegawaian
Sekrctariat mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan surat-menlrurat, ekspedisi dan
kearsipal serta pengeloLaan dan pelayanarr
administrasi kepegawaian Sekretariat Daeral..

Sub Bagiar Rumah Tangga mempunyai tugas
pokok mengelola dal memelihara fasilitas
penunjalg kegiatan per:kantoran, kendaraan dinas,
kemananan, kebersihan dan keteriiban lingkungarr
Sekretariat Daerah dan rumah jabatan.

Sub Bagian Perlengkapal mempunyai tugas pokok
melaksarlakarl pengadaan, penyimpanan,
pemeliharaan dan pengeloLaan barang inventaris
Sekretariat Daerah-

33. Ketentuas Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan
35 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 35

Bagran Keuangan mempunyai tugas pokok
mengoordinasikan, membina, mengatur dart
mengendalikaa penllsunan rencana anggaran,
pengelolaan dan penatausahaan keuangal, verifrkasi
dan penJrusunan laporan pertanggungiawaban
keualgal Seketai'iat Daerah.

34. Ketontuarr Pasal 36 diubah sehing8a koselurqha.n Pasal
36 berbunyi sebagai berikut :

(2)

(3)
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"Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimatsud
pada Pasal 35, Bagran Kouangan Sekretariat
mempunyai fungsi :

b.

d.

e.

c.

penyusunan program, pembinaal, pengatumn,
pengendalian dan evaluasi penJ rsunan reacana
Ernggarai Sekretariat Daerah ;

penrusunan program, pembinaal, pengaturan,
pengendaliaa dal evaluasi pelaksalaan verifikasi
keuangar Sekretariat Daerah ;

penjrusuna-n program, pembinaan, pengaturar,
pengendalial dan evaluasi penatausahaan
keuangar Sekretariat Daerah ;

penlrusunan program, pembinaal, pengaturan,
pengendalian dan evaluasi pengelolaarr
perbendaharaal Sekretariat Daerah ;

penysunaa proggram, pembinaan, pengaturan,
pengendalian dal evaluasi pelaksnaan evaluasi
anggara.n dan penyusunan laporal pengelolaaa
keuangan.

35. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga keselurulan Pasal
37 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 37

Sub Bagiaa Verifitasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan kerjasama pen5rusunan anggaran
dar verifikasi pengelolaal keuangal Sekretriat
Daerah

Sub Bagian Perbendaraan mempunyai tugas pokok
me1al<sana-l<al penatausahaan keuangan,
pengelolaan dan fasilitasi kebendaharaan serta
perhitungal dan pertanggungjawaban keuangarl

(3) Sub Bagiar Evaluasi dan Pelaporan mempunyai
tugas pokok melaksanakan evaluasi pengelolaan
keuangan dal pen5msunal laporan keuangal
Sekretariat Daerah.

36. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga keseluruhan Pasal
46 berbulyi sebagai berikut :

"Pasal 46

Pada saat Peraturan walikota ini mulai berlaku, maka
semua ketontuan sebelumnya yang menBatur tugas
pokok, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan

{1)

(2)
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Pembangunan Kota Banjarmasin dinyatakan tidak
berlaku lagi.

Pasal lI

Peratu.ran Walikota ini mulai berlaku pada tangga-l
diundargkan.

Agar setiap oral]g dapat mengetahuinya memei'intal]kan
pengundalgan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baarjarmasin.

Ditetapkan di Baljarnasin
pada tanggal 26 Agustus 2016

IA ALIKOTA BANJARMASIN, C
/

U,drt-
I, . IBNU STNA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal Agustus 2016

,?. PIt- SEKRETARIS DAERAH KoTA BANJARMASIN,z

H. ICHWAN NOOR CHALIK

BERITA DAERAII KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR
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